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Menimbang bagaimana nilai tambah industri hilir diterjemahkan
menjadi pekerjaan, pendapatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial
bagi masyarakat Indonesia.
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Abstrak

Hilirisasi merupakan strategi penting Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam,
memperkuat struktur industri, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki posisi dalam rantai nilai global.
Namun, peningkatan nilai tambah ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan
rakyat. Artikel ini mengajukan pertanyaan distributif: siapa yang menikmati nilai tambah hilirisasi? Dengan
pendekatan ekonomi pembangunan, ekonomi politik, rantai nilai global, tata kelola sumber daya, dan etika
Kristen, artikel menganalisis kanal distribusi manfaat melalui upah, keuntungan, pajak dan royalti, pengadaan
lokal, transfer teknologi, layanan publik, dan akumulasi aset. Pembahasan mencakup nikel dan mineral kritis,
pertanian-perkebunan, perikanan, kehutanan, migas-petrokimia, rantai nilai baterai dan kendaraan listrik,
kualitas pekerjaan, UMKM, keterampilan, perguruan tinggi, fiskal daerah, ketimpangan spasial, hak
masyarakat lokal, gender, tata kelola, serta lingkungan. Ayat-ayat Alkitab digunakan sebagai kompas etis—
bukan resep teknis—dengan penekanan pada stewardship, keadilan, martabat kerja, kejujuran, kepedulian
kepada kelompok rentan, dan tanggung jawab antargenerasi. Artikel menyimpulkan bahwa hilirisasi layak
disebut berhasil apabila terjadi perubahan dari nilai tambah komoditas menjadi nilai tambah sosial:
produktivitas yang lebih tinggi, pekerjaan berkualitas, kemampuan teknologi domestik, penguatan usaha lokal,
layanan publik yang lebih baik, distribusi manfaat yang adil, dan pemeliharaan lingkungan. Artikel menawarkan
dashboard kesejahteraan hilirisasi dan roadmap 2026-2035 untuk bergerak dari ekstraksi menuju ekosistem
inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hilirisasi; nilai tambah; kesejahteraan rakyat; ekonomi pembangunan; nikel; mineral kritis; rantai
nilai global; pekerjaan berkualitas; UMKM; transfer teknologi; keadilan distributif; stewardship; etika Kristen;
Indonesia.

Catatan penggunaan ayat Alkitab: Rujukan kitab-pasal-ayat digunakan secara parafrastik sebagai kerangka
etis. Alkitab tidak diperlakukan sebagai manual teknis kebijakan industri; interpretasi diarahkan pada prinsip
stewardship, keadilan, martabat, kejujuran, dan tanggung jawab kepada sesama serta generasi mendatang.

Tesis Utama

Hilirisasi baru menjadi pembangunan yang inklusif ketika nilai tambah komoditas ditransmisikan menjadi
nilai tambah sosial: pekerjaan berkualitas, keterampilan, kapasitas teknologi domestik, UMKM yang naik
kelas, penerimaan publik yang produktif, layanan dasar yang membaik, ketimpangan yang terkendali, dan
lingkungan yang dipelihara.

Pendahuluan

Hilirisasi telah menjadi salah satu kata kunci terpenting dalam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Di
balik istilah itu terdapat gagasan yang sederhana tetapi sangat menentukan: sumber daya alam seharusnya
tidak berhenti sebagai komoditas mentah yang diekspor dengan nilai tambah terbatas, melainkan diolah di
dalam negeri sehingga melahirkan industri, teknologi, pekerjaan, pendapatan, penerimaan negara, kapasitas
usaha nasional, dan posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai nilai global. Dalam kerangka ini, hilirisasi bukan
hanya persoalan membangun smelter, pabrik, kawasan industri, atau fasilitas pengolahan. Hilirisasi adalah
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pilihan tentang bagaimana suatu bangsa mengubah kekayaan alam menjadi kemampuan produktif jangka
panjang.

Namun, keberhasilan hilirisasi tidak dapat dinilai hanya dari besarnya investasi, ekspor produk olahan, atau
pertumbuhan outputindustri. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menikmati nilai tambah itu?
Apakah masyarakat di sekitar kawasan produksi memperoleh pekerjaan yang lebih baik, keterampilan baru,
lingkungan hidup yang sehat, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang usaha?
Apakah pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal dan kapasitas yang sepadan dengan beban sosial-
ekologis yang mereka tanggung? Apakah usaha kecil dan menengah masuk ke dalam rantai pasok, atau justru
nilai ekonomi berputar di dalam suatu enclave industri yang relatif terpisah dari ekonomi lokal? Pertanyaan-
pertanyaan ini menggeser diskusi hilirisasi dari sekadar industrial policy menjadi distributive development
policy.

Tulisan ini menggunakan perspektif ekonomi pembangunan, ekonomi politik, rantai nilai global, tata kelola
sumber daya, dan etika Kristen. Alkitab tentu bukan buku pedoman kebijakan industri dan tidak memberi resep
teknis mengenai smelter, kawasan industri, pajak mineral, atau kendaraan listrik. Akan tetapi, Alkitab
menyediakan seperangkat prinsip moral yang relevan ketika manusia menilai tujuan dan konsekuensi
kebijakan ekonomi: tanggung jawab mengelola ciptaan (Kejadian 1:26-28; 2:15), keadilan bagi pekerja
(Ulangan 24:14-15; Yakobus 5:4), keberpihakan kepada mereka yang lemah (Amsal 31:8-9; Yesaya 1:17),
kecaman terhadap kekayaan yang diperoleh melalui penindasan (Amos 5:11-24), pentingnya kejujuran dalam
transaksi (Amsal 11:1), dan gagasan bahwa kelimpahan tidak boleh membuat manusia kehilangan orientasi
pada sesama (Lukas 12:15-21; 1 Timotius 6:17-19). Dengan demikian, ayat-ayat Alkitab dalam makalah ini
dipakai sebagai kompas etis, bukan sebagai legitimasi otomatis bagi satu kebijakan tertentu.

Konteks Indonesia memperlihatkan urgensi pertanyaan distribusi. Ekonomi nasionaltumbuh 5,61 persen year-
on-year pada triwulan [-2026 (BPS, 2026a). Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun;
investasi yang dikategorikan sebagai hilirisasi berjumlah Rp584,1 triliun atau 30,2 persen dari total realisasi,
dan tumbuh 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026).
Pada saat yang sama, kemiskinan September 2025 masih sebesar 8,25 persen atau 23,36 juta orang, dan gini
ratio berada pada 0,363 (BPS, 2026b, 2026c). Angka-angka tersebut tidak berarti hilirisasi gagal atau bahwa
investasi tidak bermanfaat; sebaliknya, angka itu mengingatkan bahwa hubungan antara penciptaan nilai
tambah dan kesejahteraan rakyat tidak terjadi secara otomatis. Hubungan tersebut dibentuk oleh institusi,
struktur kepemilikan, kualitas pekerjaan, kebijakan fiskal, kemampuan teknologi, keterhubungan usaha lokal,
serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan.

Tesis utama artikel ini adalah bahwa hilirisasi baru layak disebut berhasil secara pembangunan apabila nilai
tambah ekonomi berubah menjadi nilai tambah sosial. Transformasi dari ore menjadi metal, dari tandan buah
menjadi produk oleokimia, dari ikan menjadi pangan olahan, atau dari hasil hutan menjadi biomaterial harus
diikuti transformasi dari pekerjaan berproduktivitas rendah menuju pekerjaan berkualitas, dari ketergantungan
teknologi menuju pembelajaran, dari enclave menuju keterkaitan lokal, dari rente menuju investasi publik, dan
dari eksploitasi sumber daya menuju stewardship yang memelihara keberlanjutan antargenerasi.

1. Memahami Hilirisasi sebagai Transformasi Struktural

Hilirisasi adalah proses memperpanjang rantai nilai di dalam negeri sehingga kegiatan ekonomi berpindah dari
ekstraksi sederhana menuju pemrosesan, manufaktur, desain, jasa teknis, logistik, pemasaran, dan pada
tahap paling maju menuju penguasaan teknologi serta merek. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Peningkatan kompleksitas produk dan kemampuan industri memperbesar peluang agar proses
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produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pembentukan
keterkaitan ke belakang dengan pemasok lokal menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain.
Keterkaitan ke depan dengan industri pengguna memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat,
sedangkan penciptaan basis teknologi dan keterampilan menentukan apakah keuntungan hari ini dapat
menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan
ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, peningkatan kompleksitas produk dan
kemampuan industri dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua,
pembentukan keterkaitan ke belakang dengan pemasok lokal memungkinkan sebagian surplus berputar
kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, keterkaitan ke depan dengan industri pengguna dapat memperluas
basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, penciptaan basis teknologi dan keterampilan
membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat
otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar,
akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah
alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat
berbeda.

Di sisi lain, risiko terbesar muncul ketika pengolahan domestik berhenti pada tahap antara yang padat modal
tetapi tidak membangun pemasok, inovasi, dan pekerjaan berkualitas. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai
bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya
sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan
yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi
mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada
sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang
menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu
mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa kebijakan harus menilai kedalaman rantai nilai, kandungan
pengetahuan, serta spillover domestik, bukan hanya tonase produksi. Pendekatan semacam ini menuntut
data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja,
berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa
nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap
layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan
pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf
hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Kejadian 2:15 menekankan tugas mengusahakan sekaligus memelihara;
produktivitas dan pemeliharaan harus berjalan bersama. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan
satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya
objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder
administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi
hariini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu
legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, nikel yang bergerak dari bijih ke produk antara baterai menggambarkan peluang naik kelas,
tetapi nilai terbesar baru tercipta bila rekayasa, material maju, daur ulang, dan inovasi ikut berkembang di
Indonesia. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa
tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien
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pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan
mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi,
tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun
legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan,
budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

2. Dari Nilai Tambah Ekonomi ke Nilai Tambah Sosial

Nilai tambah ekonomi adalah selisih nilai output dan input antara, sedangkan nilai tambah sosial menyangkut
seberapa jauh surplus tersebut memperbaiki kapabilitas, keamanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan
martabat hidup manusia. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk
fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Upah dan pendapatan rumah tangga
memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi.
Bersamaan denganitu, penerimaan negara yang kembali menjadi layanan publik menentukan apakah manfaat
menyebar ke sektor-sektor lain. Kesempatan usaha lokal memperluas jalur transmisi dari investasi ke
masyarakat, sedangkan peningkatan keterampilan dan mobilitas sosial menentukan apakah keuntungan hari
ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan
hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, upah dan pendapatan rumah tangga
dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, penerimaan negara yang
kembali menjadi layanan publik memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik.
Ketiga, kesempatan usaha lokal dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama.
Keempat, peningkatan keterampilan dan mobilitas sosial membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan
ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak,
kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan
kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi
yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, nilai tambah dapat meningkat sementara masyarakat sekitar tetap mengalami biaya hidup tinggi,
polusi, ketidakpastian kerja, atau tersingkir dari akses sumber daya. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai
bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya
sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan
yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi
mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada
sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang
menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu
mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa setiap proyek hilirisasi perlu memiliki social value proposition yang
dapat diukur bersama indikator produksi. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada
statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana
pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti,
bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar
berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah
output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang
berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.
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Dalam kerangka etika Kristen, Mikha 6:8 mengaitkan kehidupan yang baik dengan keadilan, kesetiaan, dan
kerendahan hati; ukuran keberhasilan ekonomi karena itu tidak boleh berhenti pada agregat. Rujukan ini tidak
dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon
moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal
bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena
belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, kawasan industri yang menaikkan PDRB tetapi tidak memperluas akses air bersih, sekolah,
kesehatan, dan pekerjaan lokal adalah contoh pertumbuhan dengan transmisi kesejahteraan yang lemah.
Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat
sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada
satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kkmampuan mengelola
trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga
memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi
sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan
ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

3. Siapa Menangkap Surplus dalam Rantai Nilai?

Distribusi manfaat hilirisasi ditentukan oleh posisi setiap aktor dalam rantai nilai, kekuatan tawar, kepemilikan
aset, penguasaan teknologi, akses pembiayaan, dan rezim fiskal. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Pemegang modal memperoleh return atas investasi memperbesar peluang agar proses produksi
menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pekerja memperoleh
upah dan pembelajaran menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Pemerintah
memperoleh pajak, royalti, dan dividen memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan
masyarakat lokal memperoleh pendapatan langsung dan eksternalitas positif bila keterkaitan dirancang
menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus
dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, pemegang modal memperoleh return
atas investasi dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, pekerja
memperoleh upah dan pembelajaran memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi
domestik. Ketiga, pemerintah memperoleh pajak, royalti, dan dividen dapat memperluas basis penerima
manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, masyarakat lokal memperoleh pendapatan langsung dan
eksternalitas positif bila keterkaitan dirancang membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga
komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi,
kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan
pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama
dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, tanpa tata kelola, surplus dapat terkonsentrasi pada segelintir perusahaan atau kelompok,
sedangkan biaya lingkungan dan sosial tersebar ke publik. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari
analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan
ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang
menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi
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mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada
sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang
menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu
mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa analisis distributional incidence harus menjadi bagian dari evaluasi
proyek dan kebijakan. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, 2 Korintus 8:13-15 mengandung prinsip bahwa kelimpahan dan kekurangan
perlu dilihat dalam kerangka keseimbangan dan saling menopang. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, pertanyaan 'siapa menikmati nilai tambah' harus dijawab dengan data tentang upah,
kepemilikan, pajak, belanja lokal, keuntungan, harga tanah, kualitas lingkungan, dan akses pelayanan.
Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat
sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada
satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola
trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga
memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi
sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan
ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

4. Konteks Hilirisasi Indonesia 2026

Indonesia memasuki 2026 dengan hilirisasi sebagai agenda inti investasi dan industrialisasi, terutama pada
mineral, perkebunan-kehutanan, minyak dan gas, serta kelautan-perikanan. Dalam perspektif pembangunan,
titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur
kemampuan ekonomi. Investasi hilirisasi rp584,1 triliun pada 2025 memperbesar peluang agar proses
produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, kontribusi
hilirisasi 30,2 persen dari realisasi investasi 2025 menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor
lain. Pertumbuhan investasi hilirisasi 43,3 persen year-on-year memperluas jalur transmisi dari investasi ke
masyarakat, sedangkan ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen y-on-y pada triwulan [-2026 menentukan
apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, investasi hilirisasi Rp584,1 triliun pada
2025 dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, kontribusi hilirisasi
30,2 persen dari realisasi investasi 2025 memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi
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domestik. Ketiga, pertumbuhan investasi hilirisasi 43,3 persen year-on-year dapat memperluas basis
penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen y-on-y pada
triwulan I-2026 membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut
tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja,
keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, kecepatan investasi dapat mendahului kapasitas regulasi, infrastruktur sosial, keterampilan lokal,
dan pengawasan lingkungan. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai
catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada
masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas;
konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan
ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara
pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang
mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan kecepatan eksekusi dengan
kualitas institusi dan outcome kesejahteraan. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci
daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari
mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti,
bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar
berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah
output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang
berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Lukas 14:28 menggambarkan pentingnya menghitung biaya sebelum
membangun; prinsip kehati-hatian relevan untuk investasi industrial berskala besar. Rujukan ini tidak
dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon
moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal
bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena
belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, percepatan kawasan hilirisasi harus disertai perencanaan tenaga kerja, perumahan,
transportasi, air, energi, layanan kesehatan, dan kapasitas pemerintah daerah. llustrasi ini memperlihatkan
bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja,
rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu
menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti
kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar;
perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat
membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup
mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

5. Hilirisasi Mineral dan Pelajaran dari Nikel

Nikel menjadi simbol hilirisasi Indonesia karena kebijakan larangan ekspor bijih mendorong ekspansi
pemurnian, stainless steel, dan rantai pasok material baterai. Dalam perspektif pembangunan, titik
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pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Peningkatan investasi industri dasar logam memperbesar peluang agar proses produksi
menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pembentukan kawasan
industri baru di Sulawesi dan Maluku menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain.
Pergeseran struktur ekspor menuju produk olahan memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat,
sedangkan masuknya Indonesia ke rantai pasok kendaraan listrik global menentukan apakah keuntungan hari
ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan
hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, peningkatan investasi industri dasar
logam dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, pembentukan
kawasan industri baru di Sulawesi dan Maluku memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi
domestik. Ketiga, pergeseran struktur ekspor menuju produk olahan dapat memperluas basis penerima
manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, masuknya Indonesia ke rantai pasok kendaraan listrik global
membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat
otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar,
akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah
alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat
berbeda.

Di sisi lain, manfaat agregat harus ditimbang terhadap intensitas energi, ketergantungan teknologi, kondisi
kerja, tekanan ekologis, dan kemungkinan midstream trap. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari
analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan
ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang
menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi
mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada
sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang
menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu
mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa strategi berikutnya harus bergerak dari smelting menuju material maju,
rekayasa proses, riset, recycling, serta pemasok domestik. Pendekatan semacam inimenuntut data yang lebih
rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya,
dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan
royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar
berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah
output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang
berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 22:29 mengapresiasi kecakapan kerja; prinsip ini dapat dibaca sebagai
dorongan membangun kompetensi, bukan hanya memiliki bahan mentah. Rujukan ini tidak dimaksudkan
untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan
alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.
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Sebagai ilustrasi, studi mutakhir tentang Morowali menunjukkan transformasi regional yang kuat tetapi
sekaligus mengingatkan persoalan ketergantungan teknologi, kapasitas fiskal daerah, dan dampak lingkungan
(Muhyiddin, 2026). llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada
beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan
yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu,
kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik
investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga
membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa
kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

6. Hilirisasi Pertanian, Perkebunan, dan Pangan

Hilirisasi pertanian memungkinkan petani dan wilayah perdesaan memperoleh bagian nilai yang lebih besar
melalui pengolahan, penyimpanan, standardisasi, branding, dan distribusi. Dalam perspektif pembangunan,
titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur
kemampuan ekonomi. Pengurangan kehilangan pascapanen memperbesar peluang agar proses produksi
menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pengolahan lokal yang
menaikkan harga produk menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Koperasi dan bum
desa sebagai agregator memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan pengembangan
industri pangan, oleokimia, bioenergi, dan biomaterial menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi
fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi,
bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, pengurangan kehilangan pascapanen
dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, pengolahan lokal yang
menaikkan harga produk memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga,
koperasi dan BUM Desa sebagai agregator dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal
utama. Keempat, pengembangan industri pangan, oleokimia, bioenergi, dan biomaterial membangun
kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la
bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses
pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan
mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, tanpa penguatan organisasi produsen, hilirisasi dapat memperkuat posisi pembeli besar
sementara petani tetap price taker. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan
sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan
kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa kebijakan perlu memadukan teknologi pengolahan dengan kepastian
pasar, mutu, pembiayaan, dan kepemilikan petani. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci
daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari
mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti,
bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar
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berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah
output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang
berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Imamat 19:9-10 menggambarkan bahwa produksi dan panen mengandung
dimensi sosial bagi kelompok rentan. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi
kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi,
pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, hilirisasi kelapa, kakao, kopi, sawit, sagu, rempah, dan produk hortikultura dapat menjadi
strategi diversifikasi wilayah bila nilai tambah tidak seluruhnya keluar dari sentra produksi. Ilustrasi ini
memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus:
perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat
belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off
menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan
standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial;
masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang
hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

7. Hilirisasi Perikanan dan Ekonomi Biru

Dalam negara kepulauan, hilirisasi perikanan seharusnya memperkuat cold chain, pengolahan, traceability,
kualitas, produk bernilai tinggi, dan posisi nelayan dalam pasar. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Fasilitas rantai dingin memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan
pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pengolahan hasil tangkap dan budidaya menentukan
apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Sertifikasi dan akses ekspor memperluas jalur transmisi dari
investasi ke masyarakat, sedangkan pemanfaatan hasil samping secara sirkular menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, fasilitas rantai dingin dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, pengolahan hasil tangkap dan budidaya
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, sertifikasi dan akses ekspor
dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, pemanfaatan hasil
samping secara sirkular membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek
tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga
kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, risiko mencakup overfishing, ketimpangan akses antara industri besar dan nelayan kecil, serta
peminggiran komunitas pesisir. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan
sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan
kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
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kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa hilirisasi biru perlu dibatasi oleh daya dukung ekosistem dan tata kelola
stok ikan. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat.
Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi
pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air
berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Kejadian 1 menggambarkan kehidupan laut sebagai bagian ciptaan yang
bernilai, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemeliharaan. Rujukan ini
tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas
horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat
lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan
karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, nilai tambah tuna, rumput laut, udang, dan hasil laut lain akan lebih inklusif apabila koperasi
nelayan memperoleh cold storage, data pasar, pembiayaan, dan kontrak yang adil. Ilustrasi ini
memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus:
perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat
belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off
menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan
standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial;
masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang
hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

8. Hilirisasi Kehutanan dan Bioekonomi

Hilirisasi kehutanan dapat bergeser dari ekspor bahan baku menuju engineered wood, furnitur berkualitas,
biomaterial, produk serat, pangan hutan, obat alam, dan jasa ekosistem. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Pemanfaatan kayu berkelanjutan memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan
pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, hasil hutan bukan kayu menentukan
apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Biomaterial dan ekonomi sirkular memperluas jalur transmisi
dari investasi ke masyarakat, sedangkan keterhubungan dengan perhutanan sosial menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, pemanfaatan kayu berkelanjutan dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, hasil hutan bukan kayu
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, biomaterial dan ekonomi
sirkular dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, keterhubungan
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dengan perhutanan sosial membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun.
Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga
kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, bahaya muncul bila peningkatan kapasitas pengolahan menciptakan insentif eksploitasi melebihi
kemampuan regenerasi hutan. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan
sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan
kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa prinsip traceability, legalitas, sertifikasi, restorasi, dan pembagian
manfaat harus melekat pada desain hilirisasi. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci
daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari
mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti,
bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar
berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah
output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang
berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Kejadian 2:15 memberi dua kata kerja yang tidak boleh dipisahkan:
mengusahakan dan memelihara. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi
kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi,
pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, keberhasilan bioekonomi tidak diukur hanya dengan output pabrik, tetapi juga tutupan
hutan, biodiversitas, pendapatan komunitas, dan keberlanjutan pasokan. llustrasi ini memperlihatkan bahwa
pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah
tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan
hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan
kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

9. Minyak, Gas, Petrokimia, dan Ketahanan Industri

Hilirisasi migas dan petrokimia bertujuan mengubah bahan baku menjadi produk kimia, pupuk, polimer, bahan
farmasi, dan input industri lain yang memiliki multiplier effect luas. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Substitusi impor input strategis memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan
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pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, penguatan manufaktur hilir
menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Ketahanan pasokan bahan baku memperluas
jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan pengembangan kompetensi proses dan engineering
menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus
dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, substitusi impor input strategis dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, penguatan manufaktur hilir
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, ketahanan pasokan bahan
baku dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, pengembangan
kompetensi proses dan engineering membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas
turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi
tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah
mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat
menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, aset berumur panjang dapat menjadi stranded assets bila arah transisi energi dan regulasi karbon
berubah cepat. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan
tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat
pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan
menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa investasi perlu memasukkan skenario transisi, efisiensi energi, dan
teknologi rendah karbon. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Pengkhotbah 3 mengingatkan adanya waktu dan musim; kebijakan industri
harus peka terhadap perubahan zaman dan teknologi. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu
interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek
ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan
generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika
demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, petrokimia yang terintegrasi dapat mengurangi impor, tetapi harus dikaji bersama intensitas
karbon dan alternatif material sirkular. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus
diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan
ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain.
Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu
menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang
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wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga
kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

10. Hilirisasi sebagai Strategi Pekerjaan Berkualitas

Argumen paling kuat bagi hilirisasi adalah kemampuannya menciptakan pekerjaan yang lebih produktif
dibanding ekstraksi atau kegiatan informal berproduktivitas rendah. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Upah layak memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan
pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, keselamatan dan kesehatan kerja menentukan apakah
manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Kontrak dan perlindungan sosial memperluas jalur transmisi dari
investasi ke masyarakat, sedangkan jalur karier serta pembelajaran berkelanjutan menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, upah layak dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, keselamatan dan kesehatan kerja
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, kontrak dan perlindungan
sosial dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, jalur karier serta
pembelajaran berkelanjutan membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun.
Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensitenaga
kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, jumlah lowongan dapat meningkat tetapi kualitasnya buruk bila outsourcing berlapis, jam kerja
berlebihan, atau standar K3 lemah. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan
sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan
kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa pemerintah dan perusahaan perlu mengukur decent work indicators di
setiap kawasan hilirisasi. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Ulangan 24:14-15 dan Yakobus 5:4 menempatkan pembayaran upah yang adil
sebagai isu moral yang serius. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan
teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja
bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
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menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, lapangan kerja berkualitas mengubah hilirisasi dari angka investasi menjadi mobilitas sosial,
terutama ketika pekerja lokal mendapat sertifikasi dan kenaikan kompetensi. Ilustrasi ini memperlihatkan
bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja,
rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu
menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti
kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar;
perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat
membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup
mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

11. Upah, Produktivitas, dan Distribusi Pendapatan

Produktivitas yang lebih tinggi menciptakan ruang ekonomi bagi kenaikan upah, tetapi distribusi hasil
produktivitas bergantung pada institusi pasar kerja dan bargaining power. Dalam perspektif pembangunan,
titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur
kemampuan ekonomi. Kebijakan upah yang rasional memperbesar peluang agar proses produksi
menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, dialog sosial
menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Profit sharing atau insentif produktivitas
memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan transparansi struktur pekerjaan
menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus
dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, kebijakan upah yang rasional dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, dialog sosial memungkinkan
sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, profit sharing atau insentif produktivitas
dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, transparansi struktur
pekerjaan membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak
bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan
pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar.
Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang
sangat berbeda.

Di sisi lain, bila produktivitas naik jauh lebih cepat daripada kompensasi pekerja, nilai tambah cenderung
terkonsentrasi pada pemilik modal. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan
sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan
kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa pengukuran labor share perlu menjadi indikator tambahan hilirisasi.
Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu
mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal,
siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta
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bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output,
outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah
outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 14:31 menghubungkan perlakuan terhadap orang lemah dengan
integritas moral masyarakat. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan
teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja
bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, data upah median dan distribusi upah lebih informatif daripada hanya jumlah tenaga kerja
terserap. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa
tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien
pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan
mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi,
tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun
legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan,
budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

12. UMKM dan Pemasok Lokal sebagai Pengganda Manfaat

Keterkaitan lokal menentukan apakah kawasan hilirisasi menjadi mesin pengganda ekonomi atau enclave
yang mengimpor hampir seluruh input, jasa, dan keahlian. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya
bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi.
Supplier development memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan
pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, standardisasi dan sertifikasi UMKM menentukan apakah
manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Akses pengadaan perusahaan besar memperluas jalur transmisi dari
investasi ke masyarakat, sedangkan pembiayaan modal kerja menentukan apakah keuntungan hari ini dapat
menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan
ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, supplier development dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, standardisasi dan sertifikasi UMKM
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, akses pengadaan
perusahaan besar dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat,
pembiayaan modal kerja membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun.
Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensitenaga
kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, target kandungan lokal yang tidak diiringi peningkatan kapasitas dapat berubah menjadi formalitas
atau biaya tambahan. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai
catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada
masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas;
konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan
ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara
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pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang
mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa kebijakan harus membangun vendor upgrading center dan data
procurement yang transparan. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik
investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja
berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana
kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang.
Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output;
peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan
adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Kisah Para Rasul 20:35 menekankan nilai memberi dan menopang yang lemabh;
kemitraan bisnis dapat dirancang agar pelaku kecil benar-benar naik kelas. Rujukan ini tidak dimaksudkan
untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan
alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, UMKM lokal dapat memasok katering, logistik, maintenance, APD, komponen, jasa digital,
hingga engineering bila diberi jalur peningkatan kemampuan. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan
tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga,
wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil
terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan
kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

13. Transfer Teknologi dan Pembelajaran Industri

Nilai tambah tertinggi dalam jangka panjang tidak berasal dari mesin yang dipasang, tetapi dari kemampuan
manusia dan organisasi untuk memahami, memodifikasi, memperbaiki, dan akhirnya menciptakan teknologi.
Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas,
tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Program apprenticeship memperbesar peluang agar proses
produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, joint R&D
menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Engineering localization memperluas jalur
transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan kemitraan universitas-industri menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, program apprenticeship dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, joint R&D memungkinkan
sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, engineering localization dapat memperluas
basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, kemitraan universitas-industri membangun
kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la
bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses
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pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan
mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, ketergantungan teknologi dapat bertahan walaupun pabrik berlokasi di Indonesia. Risiko ini perlu
ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan
investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya
ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian;
ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata
pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik
bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah,
memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa insentif investasi harus dikaitkan dengan indikator transfer pengetahuan
yang dapat diverifikasi. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 1:5 menempatkan pembelajaran dan pertambahan pengetahuan sebagai
kebajikan. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya
adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor
produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak
yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan
keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah
ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, laboratorium bersama, pusat material, dan program doktor industri dapat menjadi jembatan
dari operator menjadi innovator. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus
diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan
ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain.
Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu
menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang
wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga
kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

14. Reskilling, Upskilling, dan Mobilitas Sosial

Hilirisasi mengubah komposisi keterampilan yang dibutuhkan dan karena itu harus disertai sistem reskilling
dan upskilling yang terhubung langsung dengan demand industri. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Tvet berbasis kompetensi memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran
dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, microcredentials menentukan apakah manfaat
menyebar ke sektor-sektor lain. Sertifikasi teknis memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat,
sedangkan pengakuan pembelajaran sebelumnya menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi
fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi,
bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.
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Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, TVET berbasis kompetensi dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, microcredentials memungkinkan
sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, sertifikasi teknis dapat memperluas basis
penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, pengakuan pembelajaran sebelumnya membangun
kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la
bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses
pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan
mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, pelatihan yang tidak terhubung dengan lowongan dan standar perusahaan akan menghasilkan
credential tanpa mobilitas. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai
catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada
masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas;
konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan
ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara
pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang
mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa kurikulum harus dibangun bersama industri, pemerintah daerah, dan
lembaga pendidikan. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Perumpamaan talenta dalam Matius 25 dapat dibaca secara hati-hati sebagai
dorongan terhadap tanggung jawab mengembangkan kapasitas yang dipercayakan, bukan pembenaran
mengejar keuntungan tanpa batas. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi
kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi,
pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, tenaga lokal perlu memiliki jalur nyata dari pekerjaan dasar menuju teknisi, supervisor,
engineer, dan entrepreneur pemasok. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus
diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan
ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain.
Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu
menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang
wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga
kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

15. Perguruan Tinggi sebagai Infrastruktur Hilirisasi Pengetahuan

Universitas dan politeknik seharusnya tidak hanya menyediakan lulusan, tetapi menjadi infrastruktur
pengetahuan bagi problem solving industri dan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya
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bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi.
Riset terapan memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang
lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, teaching factory menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor
lain. Laboratorium pengujian memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan inkubasi
teknologi dan bisnis menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena
itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan
proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, riset terapan dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, teaching factory memungkinkan sebagian
surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, laboratorium pengujian dapat memperluas basis
penerima manfaat di luar pemilik modalutama. Keempat, inkubasi teknologi dan bisnis membangun kapasitas
yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung
pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan,
kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua
kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, kolaborasi dapat terjebak pada proyek seremonial bila tidak ada agenda riset multi-tahun dan
pendanaan bersama. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai
catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada
masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas;
konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan
ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara
pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang
mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa pemerintah perlu memberi insentif bagi konsorsium riset regional yang
menjawab kebutuhan hilirisasi spesifik. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada
statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana
pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti,
bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar
berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah
output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang
berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Daniel 1 menggambarkan pentingnya pengetahuan, kebijaksanaan, dan
kompetensi dalam pelayanan publik. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi
kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi,
pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, kampus dekat kawasan industri dapat mengembangkan pusat keselamatan, material,
lingkungan, otomasi, dan kewirausahaan lokal. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang
hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah,
negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada
tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan.
Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
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memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

16. Pemerintah Daerah dan Paradoks Wilayah Kaya Sumber Daya

Daerah penghasil sering menanggung tekanan penduduk, kebutuhan infrastruktur, perubahan penggunaan
lahan, dan dampak lingkungan lebih cepat daripada kapasitas fiskal dan birokrasi mereka berkembang. Dalam
perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi
perubahan struktur kemampuan ekonomi. Penguatan pad yang sehat memperbesar peluang agar proses
produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, transfer fiskal
yang responsif terhadap beban menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Perencanaan
ruang memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan kapasitas pengawasan lingkungan
dan ketenagakerjaan menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena
itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan
proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, penguatan PAD yang sehat dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, transfer fiskal yang responsif
terhadap beban memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga,
perencanaan ruang dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat,
kapasitas pengawasan lingkungan dan ketenagakerjaan membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan
ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak,
kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan
kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi
yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, PDRB yang melonjak tidak otomatis meningkatkan kualitas layanan publik lokal. Risiko ini perlu
ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan
investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya
ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian;
ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata
pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik
bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah,
memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa desain fiskal perlu menghubungkan hasil ekonomi dengan investasi
sosial di daerah terdampak. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik
investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja
berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana
kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang.
Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output;
peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan
adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Yeremia 29:7 mengajak mencari kesejahteraan kota tempat hidup bersama;
pembangunan kawasan industri juga memiliki kewajiban terhadap komunitas sekitarnya. Rujukan ini tidak
dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon
moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal
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bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena
belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, boom industri harus diterjemahkan menjadi sekolah, rumah sakit, air, sanitasi, transportasi,
dan tata ruang yang lebih baik. llustrasi inimemperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan
pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem.
Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab
itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya
tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga
membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa
kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

17. Ketimpangan Spasial dan Risiko Enclave Industrialization

Hilirisasi dapat memperkecil ketimpangan Jawa-luar Jawa bila industri baru tumbuh di wilayah sumber daya,
tetapi juga dapat menciptakan enclave yang terkoneksi global namun lemah hubungannya dengan ekonomi
lokal. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu
komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Linkage dengan kota kecil memperbesar peluang
agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu,
pengembangan jaringan pemasok menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Infrastruktur
publik bersama memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan distribusi kegiatan ke
kabupaten sekitar menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu,
hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan
proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, linkage dengan kota kecil dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, pengembangan jaringan pemasok
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, infrastruktur publik bersama
dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, distribusi kegiatan ke
kabupaten sekitar membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek
tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga
kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, harga tanah dan biaya hidup dapat meningkat lebih cepat daripada pendapatan kelompok non-
industri. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan
setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya
adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah
ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistemm dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa place-based policy diperlukan untuk mengelola spillover positif dan
negatif. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat.
Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi
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pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air
berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Yesaya 58 menghubungkan praktik keagamaan dengan pembebasan dari
penindasan dan kepedulian sosial; pembangunan ruang harus dibaca melalui siapa yang diikutsertakan dan
siapa yang tersisih. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis.
Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan
hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang
bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut
pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi
juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, kawasan industri sebaiknya menjadi anchor bagi ekonomi regional, bukan pulau produksi
yang terpisah. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa
tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien
pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan
mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi,
tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun
legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan,
budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

18. Infrastruktur Sosial: Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan Transportasi

Ledakan investasi menciptakan permintaan cepat atas perumahan, layanan kesehatan, sekolah, air, sanitasi,
jalan, dan transportasi publik. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan
bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Housing affordability
memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi.
Bersamaan dengan itu, kesehatan kerja dan komunitas menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-
sektor lain. Sekolah untuk keluarga pekerja memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat,
sedangkan mobilitas harian yang aman menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya
saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya
sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, housing affordability dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, kesehatan kerja dan komunitas
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, sekolah untuk keluarga
pekerja dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, mobilitas harian
yang aman membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut
tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja,
keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, kekurangan infrastruktur sosial memindahkan sebagian biaya investasi kepada rumah tangga dan
pemerintah lokal. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan
tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat
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pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan
menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa social infrastructure plan harus menjadi prasyarat kawasan industri
berskala besar. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat.
Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi
pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air
berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Matius 25:35-40 menempatkan kebutuhan dasar manusia sebagai arena
tanggung jawab moral terhadap sesama. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi
kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi,
pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi
mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian
menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, keberadaan klinik perusahaan tidak cukup bila pertumbuhan penduduk kawasan melampaui
kapasitas rumah sakit, air bersih, dan perumahan umum. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan
tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga,
wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil
terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan
kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

19. Lingkungan sebagai Komponen Kesejahteraan, Bukan Eksternalitas

Udara bersih, air yang aman, tanah produktif, keanekaragaman hayati, dan pesisir sehat adalah aset
kesejahteraan yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan
sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi.
Pengendalian emisi memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan
yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, pengolahan limbah menentukan apakah manfaat menyebar ke
sektor-sektor lain. Pemantauan kualitas air memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat,
sedangkan rehabilitasi dan biodiversity management menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi
fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi,
bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, pengendalian emisi dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, pengolahan limbah memungkinkan sebagian
surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, pemantauan kualitas air dapat memperluas basis
penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, rehabilitasi dan biodiversity management
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membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat
otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar,
akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah
alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat
berbeda.

Di sisi lain, bila kerusakan ekologis tidak masuk perhitungan, nilai tambah bruto dapat melebih-lebihkan
manfaat bersih. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan
tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat
pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan
menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa natural capital accounting dan health impact assessment perlu dipakai
bersama indikator investasi. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik
investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja
berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana
kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang.
Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output;
peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan
adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Mazmur 24:1 menegaskan bumi bukan milik absolut manusia; kepemilikan dan
pemanfaatan berada dalam horizon tanggung jawab yang lebih luas. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, studi terbaru di wilayah hilirisasi nikel mengangkat kekhawatiran terhadap degradasi
lingkungan, sehingga transparency monitoring menjadi bagian dari legitimasi industri. Ilustrasi ini
memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus:
perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat
belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off
menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan
standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial;
masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang
hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

20. Transisi Energi dan Paradoks Green Extractivism

Permintaan mineral untuk baterai dan teknologi rendah karbon menciptakan peluang besar bagi Indonesia,
tetapi produk untuk transisi hijau tidak otomatis diproduksi secara hijau. Dalam perspektif pembangunan, titik
pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan
ekonomi. Dekarbonisasi listrik industri memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan
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pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, efisiensi energi menentukan apakah
manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Renewable power purchase memperluas jalur transmisi dari
investasi ke masyarakat, sedangkan circularity dan recycling menentukan apakah keuntungan hari ini dapat
menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan
ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, dekarbonisasi listrik industri dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, efisiensi energi memungkinkan
sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, renewable power purchase dapat
memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, circularity dan recycling
membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat
otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar,
akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah
alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat
berbeda.

Di sisi lain, hilirisasiyang bergantung pada energi beremisi tinggi dapat memindahkan beban karbon ke wilayah
produksi. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan
setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya
adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah
ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa carbon intensity per unit product perlu menjadi KPI industri. Pendekatan
semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui
siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa
pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana
akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome,
dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome;
sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Roma 8:19-22 menggambarkan ciptaan yang mengalami penderitaan; secara
etis, transisi energi seharusnya mengurangi, bukan memindahkan, kerusakan. Rujukan ini tidak dimaksudkan
untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan
alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, keunggulan kompetitif masa depan akan semakin ditentukan oleh traceable low-carbon
metals dan kemampuan daur ulang. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus
diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan
ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain.
Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu
menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang
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wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga
kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

21. Hak Masyarakat Lokal dan Komunitas Adat

Pembangunan industri sering bersinggungan dengan tanah, ruang hidup, sumber air, pesisir, hutan, dan situs
budaya masyarakat lokal. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk
fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Partisipasi bermakna memperbesar
peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan
denganitu, persetujuan dan konsultasi yang sah menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain.
Mekanisme keluhan memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan benefit-sharing
menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus
dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, partisipasi bermakna dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, persetujuan dan konsultasi yang sah
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, mekanisme keluhan dapat
memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, benefit-sharing membangun
kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la
bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses
pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan
mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, kompensasi finansial sekali bayar tidak selalu menggantikan kehilangan mata pencaharian atau
identitas ruang. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan
tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat
pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan
menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa social license to operate perlu dibangun melalui relasi jangka panjang,
bukan hanya kepatuhan minimum. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik
investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja
berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana
kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang.
Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output;
peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan
adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, 1 Raja-raja 21 tentang kebun Nabot menjadi narasi peringatan terhadap
penyalahgunaan kekuasaan dalam memperoleh tanah dan aset orang kecil. Rujukan ini tidak dimaksudkan
untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan
alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

29



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hilirisasi dan Kesejahteraan Rakyat: Siapa Menikmati Nilai Tambah Ekonomi?

Sebagai ilustrasi, proyek perlu memetakan siapa yang kehilangan akses, bukan hanya siapa yang menerima
pembayaran. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa
tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien
pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan
mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi,
tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun
legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan,
budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

22. Gender, Care Economy, dan Inklusi

Manfaat hilirisasi sering dianalisis melalui pekerjaan formal yang didominasi laki-laki, padahal perubahan
ekonomi juga memengaruhi perempuan melalui perdagangan lokal, care work, kesehatan, mobilitas, dan
keamanan komunitas. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik
suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Akses perempuan ke pekerjaan teknis
memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi.
Bersamaan dengan itu, supplier perempuan menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain.
Fasilitas childcare memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok.
Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai
kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, akses perempuan ke pekerjaan teknis
dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, supplier perempuan
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, fasilitas childcare dapat
memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut
tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja,
keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, boomtown dapat meningkatkan beban sosial yang tidak tercermin dalam statistik produksi. Risiko
ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah
keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah
biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah
ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa gender impact assessment harus menjadi bagian perencanaan
kawasan. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat.
Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi
pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air
berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
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dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Galatia 3:28 menegaskan kesetaraan martabat; prinsip ini menantang struktur
ekonomi yang menutup kesempatan berdasarkan identitas. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, program STEM perempuan, transportasi aman, dan pengadaan inklusif dapat memperluas
siapa yang menikmati nilai tambah. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus
diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan
ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain.
Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu
menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang
wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga
kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

23. Tata Kelola, Transparansi, dan Pencegahan Korupsi

Besarnya rente sumber daya dan kontrak investasi membuat hilirisasi sangat bergantung pada integritas
institusi. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu
komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Transparansi perizinan memperbesar peluang
agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu,
beneficial ownership menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Pengadaan yang
akuntabel memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan pengawasan konflik
kepentingan menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu,
hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan
proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, transparansi perizinan dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, beneficial ownership memungkinkan
sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, pengadaan yang akuntabel dapat
memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, pengawasan konflik kepentingan
membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat
otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar,
akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah
alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat
berbeda.

Di sisi lain, regulatory capture dapat mengubah kebijakan nilai tambah menjadi mekanisme privatisasi rente.
Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah
keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah
biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah
ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
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kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa data konsesi, pajak, produksi, emisi, kecelakaan, dan kontribusi sosial
perlu dapat diaudit publik. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 11:1 mengecam timbangan curang; prinsip kejujuran ukuran sangat
relevan bagi royalti, kadar mineral, pajak, dan pelaporan lingkungan. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, kepercayaan publik tumbuh ketika masyarakat dapat melihat siapa memperoleh izin, apa
kewajibannya, dan bagaimana kinerja dipantau. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang
hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah,
negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada
tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan.
Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

24. Pajak, Royalti, dan Dana untuk Generasi Mendatang

Sumber daya tak terbarukan pada dasarnya mengubah natural capital menjadi financial capital; kebijakan
fiskal menentukan apakah konversi itu menghasilkan aset publik jangka panjang. Dalam perspektif
pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan
struktur kemampuan ekonomi. Pajak dan royalti yang efisien memperbesar peluang agar proses produksi
menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, stabilisasi pendapatan
komoditas menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Investasi pendidikan dan kesehatan
memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan dana antargenerasi menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, pajak dan royalti yang efisien dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, stabilisasi pendapatan komoditas
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, investasi pendidikan dan
kesehatan dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, dana
antargenerasi membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut
tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja,
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keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, windfall yang habis untuk belanja rutin menciptakan ilusi kemakmuran sementara. Risiko ini perlu
ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan
investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya
ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian;
ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata
pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik
bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah,
memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa sebagian penerimaan sumber daya dapat diarahkan ke human capital
dan sovereign/intergenerational fund dengan tata kelola kuat. Pendekatan semacam ini menuntut data yang
lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa
upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai
pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap
layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan
pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf
hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 13:22 berbicara tentang warisan lintas generasi; gagasan ini relevan bagi
pengelolaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu
interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek
ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan
generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika
demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, generasi masa depan seharusnya mewarisi sekolah, pengetahuan, infrastruktur, teknologi,
dan ekosistem yang lebih baik, bukan hanya lubang tambang. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan
tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga,
wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil
terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan
kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

25. Kepemilikan, Persaingan, dan Kedaulatan Ekonomi

Struktur kepemilikan menentukan siapa menerima dividen, siapa mengendalikan teknologi, dan di mana
keputusan strategis dibuat. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan
bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Joint ventures yang seimbang
memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi.
Bersamaan dengan itu, penguatan perusahaan nasional menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-
sektor lain. Pasar yang kompetitif memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan
pencegahan dominasi yang menghambat pemasok kecil menentukan apakah keuntungan hari ini dapat
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menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan
ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, joint ventures yang seimbang dapat
menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, penguatan perusahaan nasional
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, pasar yang kompetitif dapat
memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, pencegahan dominasi yang
menghambat pemasok kecil membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun.
Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensitenaga
kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi
kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan
dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, nasionalisme kepemilikan tanpa peningkatan produktivitas tidak otomatis meningkatkan
kesejahteraan, sebagaimana FDI tanpa linkage juga tidak otomatis inklusif. Risiko ini perlu ditempatkan
sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat.
Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga:
kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan
yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang
telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan
yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila
perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa fokus kebijakan perlu pada domestic capability dan fair competition.
Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu
mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal,
siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta
bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output,
outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah
outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Lukas 16:10-13 menekankan kesetiaan dalam pengelolaan sumber daya;
kekuasaan ekonomi perlu dilihat sebagai amanah, bukan tujuan absolut. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, kedaulatan ekonomi paling kuat ketika Indonesia mampu mendesain, memproduksi,
membiayai, dan memasarkan produk dengan kompetensi sendiri. llustrasi ini memperlihatkan bahwa
pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah
tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan
hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan
kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.
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26. Pembiayaan Hilirisasi dan Risiko Fiskal

Proyek hilirisasi membutuhkan modal besar, tenor panjang, dan menghadapi risiko harga komoditas,
teknologi, regulasi, serta pasar. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan
bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Project finance memperbesar
peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan
dengan itu, blended finance menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Pembiayaan hijau
memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan risk sharing yang transparan menentukan
apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, project finance dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, blended finance memungkinkan sebagian
surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, pembiayaan hijau dapat memperluas basis penerima
manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, risk sharing yang transparan membangun kapasitas yang tetap
berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada
desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas
infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan
dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, jaminan publik yang tidak dirancang hati-hati dapat memprivatisasi keuntungan dan
mensosialisasikan kerugian. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai
catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada
masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas;
konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan
ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara
pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang
mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa setiap dukungan fiskal perlu memiliki tambahan manfaat publik yang
jelas dan sunset clause. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi
agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa
proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan
air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu
membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas
dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang
sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Lukas 14:28-30 kembali mengingatkan pentingnya menghitung biaya dan
kemampuan menyelesaikan pembangunan. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu
interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek
ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan
generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika
demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, insentif pajak harus dievaluasi dengan tambahan investasi, pekerjaan, transfer teknologi,
dan dampak lingkungan yang benar-benar terjadi. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang
hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah,
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negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada
tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan.
Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu
memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan
kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak
dikorbankan tanpa suara.

27. Diplomasi Ekonomi dan Rantai Nilai Global

Hilirisasi menempatkan Indonesia dalam negosiasi perdagangan, teknologi, standar lingkungan, investasi,
dan keamanan rantai pasok. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan
bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Diversifikasi mitra
memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi.
Bersamaan dengan itu, akses pasar menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Standar
keberlanjutan memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan kerja sama teknologi
menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus
dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, diversifikasi mitra dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, akses pasar memungkinkan sebagian surplus
berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, standar keberlanjutan dapat memperluas basis penerima
manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, kerja sama teknologi membangun kapasitas yang tetap
berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada
desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas
infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan
dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, ketergantungan pada satu pasar, teknologi, atau sumber pembiayaan dapat menciptakan
kerentanan baru. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan
tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat
pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan
menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa diplomasi hilirisasi perlu mengejar strategic diversification. Pendekatan
semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui
siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa
pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana
akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome,
dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome;
sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 15:22 mengingatkan nilai banyak pertimbangan dalam mengambil
keputusan; diversifikasi mitra adalah padanan strategis dari kehati-hatian tersebut. Rujukan ini tidak
dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon
moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal
bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena

36



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hilirisasi dan Kesejahteraan Rakyat: Siapa Menikmati Nilai Tambah Ekonomi?

belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, Indonesia dapat memakai posisi mineralnya untuk menegosiasikan investasi R&D,
manufaktur komponen, dan pengembangan SDM, bukan hanya kapasitas pemrosesan. llustrasi ini
memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus:
perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat
belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off
menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan
standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial;
masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang
hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

28. Menghindari Resource Curse dan Midstream Trap

Literatur resource curse menunjukkan kekayaan sumber daya dapat menghasilkan kinerja buruk bila institusi
lemah, diversifikasi terhambat, dan rente mendominasi insentif ekonomi. Dalam perspektif pembangunan,
titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur
kemampuan ekonomi. Institusi kuat memperbesar peluang agar proses produksi menghasilkan pembelajaran
dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, diversifikasi ekonomi menentukan apakah manfaat
menyebar ke sektor-sektor lain. Reinvestasi rente memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat,
sedangkan pembelajaran teknologi menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing
esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya
sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, institusi kuat dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, diversifikasi ekonomi memungkinkan
sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, reinvestasi rente dapat memperluas basis
penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, pembelajaran teknologi membangun kapasitas yang
tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada
desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas
infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan
dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, midstream trap terjadi ketika negara berhasil memproses bahan mentah tetapi gagal naik ke
desain, komponen canggih, teknologi, dan merek. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis
ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang
dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomijuga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa roadmap hilirisasi harus memiliki exit from commodity dependence
sebagai tujuan jangka panjang. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik
investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja
berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana
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kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang.
Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output;
peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan
adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Ulangan 8:17-18 memperingatkan kesombongan ketika kekayaan bertambah
dan mengingatkan sumber kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, hilirisasi yang matang pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada ekstraksi melalui
akumulasi pengetahuan dan industri baru. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi
harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan
ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain.
Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu
menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang
wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga
kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

29. Etika Kristen: Stewardship, Keadilan, dan Martabat

Etika Kristen menawarkan tiga lensa utama bagi hilirisasi: stewardship terhadap ciptaan, keadilan dalam
pembagian manfaat dan beban, serta martabat manusia dalam kerja dan komunitas. Dalam perspektif
pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan
struktur kemampuan ekonomi. Stewardship menolak eksploitasi tanpa batas memperbesar peluang agar
proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu,
keadilan menilai distribusi menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Martabat menilai
kualitas kerja memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan kasih kepada sesama
menilai dampak pada kelompok rentan menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya
saing esok. Karenaitu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya
sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, stewardship menolak eksploitasi tanpa
batas dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, keadilan menilai
distribusi memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, martabat menilai
kualitas kerja dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, kasih kepada
sesama menilai dampak pada kelompok rentan membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika
harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas
regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan
kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi
yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, bahaya teologis muncul bila keberhasilan ekonomi langsung disamakan dengan berkat tanpa
menguji cara memperoleh dan membagikannya. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis
ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang
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dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi
produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan
kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk.
Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan
kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko
secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa gereja dan komunitas iman dapat berperan melalui pendidikan etika,
advokasi berbasis fakta, dan pelayanan sosial tanpa menggantikan fungsi negara. Pendekatan semacam ini
menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang
bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok,
berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat
terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact.
Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan
naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amos 5:24 menempatkan keadilan sebagai arus yang harus nyata; ibadah tidak
boleh dipisahkan dari struktur ekonomi yang adil. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan satu
interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam bukan hanya objek
ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar stakeholder administratif, dan
generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika
demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan
menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, pertanyaan etis bukan hanya 'berapa nilai tambah?', tetapi 'apakah nilai tambah dihasilkan
dan dibagikan dengan benar?' llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan
pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem.
Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab
itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya
tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga
membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa
kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

30. Ukuran Baru: Dashboard Hilirisasi untuk Kesejahteraan

Kinerja hilirisasi memerlukan dashboard yang menyatukan indikator ekonomi, sosial, teknologi, fiskal, dan
ekologis. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu
komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. Nilai tambah domestik memperbesar peluang
agar proses produksi menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu,
labor share dan kualitas pekerjaan menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Belanja lokal
dan supplier upgrading memperluas jalur transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan emisi, air,
biodiversitas, serta kesehatan komunitas menentukan apakah keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya
saing esok. Karenaitu, hilirisasi harus dibaca sebagai rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya
sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, nilai tambah domestik dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, labor share dan kualitas pekerjaan
memungkinkan sebagian surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, belanja lokal dan supplier
upgrading dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, emisi, air,
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biodiversitas, serta kesehatan komunitas membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga
komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi,
kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan
pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama
dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, indikator tunggal seperti investasi atau ekspor dapat menciptakan bias kebijakan. Risiko ini perlu
ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan tambahan setelah keputusan
investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat pada akhirnya adalah biaya
ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan menambah ketidakpastian;
ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat menghancurkan mata
pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik
bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi, mengukur, mencegah,
memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa dashboard harus tersedia sampai tingkat wilayah dan proyek besar
dengan metode yang konsisten. Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik
investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja
berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana
kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang.
Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output;
peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan
adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Matius 7:16 menggunakan gambaran mengenali pohon dari buahnya;
analoginya, kebijakan dinilai dari hasil nyata, bukan slogan atau niat saja. Rujukan ini tidak dimaksudkan untuk
memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon moral: kekayaan alam
bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal bukan sekadar
stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena belum hadir
dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu menjawab tidak
hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung jawab, dan
memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, scorecard dapat memasukkan dua belas dimensi: investasi, ekspor, produktivitas, upah,
pekerjaan, teknologi, UMKM, fiskal, layanan publik, ketimpangan, lingkungan, dan tata kelola. llustrasi ini
memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus:
perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat
belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off
menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan
standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial;
masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang
hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

31. Arsitektur Kebijakan Hilirisasi yang Inklusif

Hilirisasi inklusif membutuhkan orkestrasi lintas kementerian dan tingkat pemerintahan karena industri,
tenaga kerja, pendidikan, fiskal, lingkungan, ruang, dan perlindungan sosial saling terkait. Dalam perspektif
pembangunan, titik pentingnya bukan sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan
struktur kemampuan ekonomi. One policy framework memperbesar peluang agar proses produksi
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menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, regional compacts
menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-sektor lain. Industrial workforce plan memperluas jalur
transmisi dari investasi ke masyarakat, sedangkan environmental and social safeguards menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, one policy framework dapat menaikkan
produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar. Kedua, regional compacts memungkinkan sebagian
surplus berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, industrial workforce plan dapat memperluas basis
penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, environmental and social safeguards membangun
kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la
bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses
pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan
mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, fragmentasi kebijakan membuat target investasi tidak sinkron dengan kesiapan tenaga kerja atau
layanan publik. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai catatan
tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada masyarakat
pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas; konflik lahan
menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan ekosistem dapat
menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara pandang ini,
kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang mengidentifikasi,
mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa setiap kawasan strategis memerlukan compact yang menetapkan
tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, perusahaan, dan institusi pendidikan. Pendekatan semacam ini
menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu mengetahui siapa yang
bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal, siapa pemilik pemasok,
berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta bagaimana akses masyarakat
terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output, outcome, dan impact.
Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah outcome; sedangkan
naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, 1 Korintus 12 menggambarkan banyak anggota dengan fungsi berbeda dalam
satu tubuh; koordinasi kelembagaan juga menuntut peran yang berbeda tetapi terintegrasi. Rujukan ini tidak
dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon
moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal
bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena
belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagaiilustrasi, governance compact harus memuat target, data, sumber dana, jadwal, mekanisme evaluasi,
dan forum partisipasi publik. llustrasi ini memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan
pada beberapa tingkat sekaligus: perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem.
Keputusan yang efisien pada satu tingkat belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab
itu, kemampuan mengelola trade-off menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya
tarik investasi, tetapi juga memastikan standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga
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membangun legitimasi sosial; masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa
kesehatan, budaya, dan ruang hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

32. Roadmap 2026-2035: Dari Ekstraksi ke Ekosistem Inovasi

Dekade 2026-2035 perlu dipakai untuk menggeser hilirisasi dari ekspansi kapasitas menuju pendalaman
kapabilitas nasional dan outcome kesejahteraan. Dalam perspektif pembangunan, titik pentingnya bukan
sekadar perubahan bentuk fisik suatu komoditas, tetapi perubahan struktur kemampuan ekonomi. 2026-
2028: pembenahan data, k3, lingkungan, dan supplier mapping memperbesar peluang agar proses produksi
menghasilkan pembelajaran dan pendapatan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, 2029-2031:
pendalaman teknologi, R&D, dan domestic engineering menentukan apakah manfaat menyebar ke sektor-
sektorlain. 2032-2035: material maju, circularity, merek, dan ekspor teknologi memperluas jalur transmisi dari
investasi ke masyarakat, sedangkan penguatan human capital sepanjang periode menentukan apakah
keuntungan hari ini dapat menjadi fondasi daya saing esok. Karena itu, hilirisasi harus dibaca sebagai
rangkaian institusi dan hubungan ekonomi, bukan hanya sebagai kumpulan proyek pabrik.

Mekanisme kesejahteraan bekerja melalui beberapa kanal. Pertama, 2026-2028: pembenahan data, K3,
lingkungan, dan supplier mapping dapat menaikkan produktivitas dan menciptakan surplus yang lebih besar.
Kedua, 2029-2031: pendalaman teknologi, R&D, dan domestic engineering memungkinkan sebagian surplus
berputar kembali ke ekonomi domestik. Ketiga, 2032-2035: material maju, circularity, merek, dan ekspor
teknologi dapat memperluas basis penerima manfaat di luar pemilik modal utama. Keempat, penguatan
human capital sepanjang periode membangun kapasitas yang tetap berguna bahkan ketika harga komoditas
turun. Efek tersebut tidak bersifat otomatis. la bergantung pada desain kontrak, kualitas regulasi, kompetensi
tenaga kerja, keterbukaan pasar, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur, dan kemampuan pemerintah
mengoreksi kegagalan pasar. Inilah alasan mengapa dua kawasan dengan investasi yang sama dapat
menghasilkan dampak sosial yang sangat berbeda.

Di sisi lain, roadmap dapat gagal bila terlalu sektoral, tergantung siklus harga, atau tidak memiliki mekanisme
evaluasi independen. Risiko ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis ekonomi, bukan sebagai
catatan tambahan setelah keputusan investasi dibuat. Biaya sosial dan ekologis yang dialihkan kepada
masyarakat pada akhirnya adalah biaya ekonomi juga: kesehatan yang menurun mengurangi produktivitas;
konflik lahan menambah ketidakpastian; ketimpangan yang tinggi mengurangi legitimasi; dan kerusakan
ekosistem dapat menghancurkan mata pencaharian yang telah ada sebelum industri masuk. Dengan cara
pandang ini, kebijakan hilirisasi yang baik bukan kebijakan yang menolak risiko, melainkan kebijakan yang
mengidentifikasi, mengukur, mencegah, memitigasi, dan bila perlu mengkompensasi risiko secara adil.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa milestone harus berbasis outcome dan dapat direvisi adaptif.
Pendekatan semacam ini menuntut data yang lebih rinci daripada statistik investasi agregat. Pemerintah perlu
mengetahui siapa yang bekerja, berapa upahnya, dari mana pekerja berasal, berapa proporsi pembelian lokal,
siapa pemilik pemasok, berapa nilai pajak dan royalti, bagaimana kualitas udara dan air berubah, serta
bagaimana akses masyarakat terhadap layanan dasar berkembang. Evaluasi juga perlu membedakan output,
outcome, dan impact. Pembangunan pabrik adalah output; peningkatan produktivitas dan pekerjaan adalah
outcome; sedangkan naiknya taraf hidup yang berkelanjutan adalah impact yang sesungguhnya dicari.

Dalam kerangka etika Kristen, Amsal 16:9 menyatakan manusia merencanakan jalan tetapi perlu rendah hati
terhadap perubahan; roadmap harus tegas dalam arah namun luwes dalam cara. Rujukan ini tidak
dimaksudkan untuk memaksakan satu interpretasi kebijakan teknis. Fungsinya adalah memperluas horizon
moral: kekayaan alam bukan hanya objek ekonomi, pekerja bukan hanya faktor produksi, masyarakat lokal
bukan sekadar stakeholder administratif, dan generasi mendatang bukan pihak yang dapat diabaikan karena

42



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hilirisasi dan Kesejahteraan Rakyat: Siapa Menikmati Nilai Tambah Ekonomi?

belum hadir dalam transaksi hari ini. Etika demikian menuntut pengambilan keputusan yang mampu
menjawab tidak hanya apakah sesuatu legal dan menguntungkan, tetapi juga apakah ia adil, bertanggung
jawab, dan memelihara kehidupan.

Sebagai ilustrasi, pada 2035, ukuran keberhasilan ideal bukan sekadar jumlah smelter, melainkan ekosistem
pemasok, engineer, paten, produk lanjut, kota industri layak huni, dan lingkungan yang pulih. llustrasi ini
memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang hilirisasi harus diajukan pada beberapa tingkat sekaligus:
perusahaan, pekerja, rumah tangga, wilayah, negara, dan ekosistem. Keputusan yang efisien pada satu tingkat
belum tentu menghasilkan hasil terbaik pada tingkat lain. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola trade-off
menjadi inti kepemimpinan kebijakan. Pemerintah perlu menjaga daya tarik investasi, tetapi juga memastikan
standar; perusahaan perlu memperoleh return yang wajar, tetapi juga membangun legitimasi sosial;
masyarakat membutuhkan kesempatan ekonomi, tetapi juga kepastian bahwa kesehatan, budaya, dan ruang
hidup mereka tidak dikorbankan tanpa suara.

33. Kasus Analitis: Morowali dan Logika Kawasan Industri

Morowali sering dipandang sebagai laboratorium terbesar hilirisasi nikel Indonesia. Pertumbuhan kawasan
industri mengubah wilayah yang sebelumnya didominasi kegiatan primer menjadi pusat pemrosesan logam
yang terhubung langsung dengan pasar global. Dari sudut transformasi struktural, perubahan ini penting
karena industri dasar logam dapat menghasilkan produktivitas lebih tinggi, investasi infrastruktur, dan
pembentukan aglomerasi. Akan tetapi, aglomerasi yang tumbuh cepat juga menimbulkan tekanan pada
perumahan, transportasi, air, layanan kesehatan, tata ruang, dan hubungan sosial lokal. Karena itu,
keberhasilan Morowali tidak cukup dievaluasi melalui nilai ekspor atau output industri; yang sama pentingnya
adalah kualitas kota dan komunitas yang tumbuh di sekelilingnya.

Studi Muhyiddin (2026) menilai Indonesia Morowali Industrial Park sebagai bentuk intervensi negara yang
ambisius dan kontradiktif: industrialisasi dan transformasi regional berlangsung kuat, tetapi muncul tantangan
ketergantungan teknologi, keterbatasan kapasitas fiskal subnasional, degradasi lingkungan, dan risiko
terjebak pada tahap pemrosesan menengah. Temuan tersebut mengandung pelajaran penting. Industrial park
bukan tujuan akhir, melainkan platform. Platform itu baru menghasilkan pembangunan berkelanjutan bila dari
waktu ke waktu semakin banyak fungsi bernilai tinggi—engineering, procurement, riset, maintenance,
software, material science, design, recycling—dikuasai oleh tenaga dan perusahaan domestik.

Dari sisi distribusi, kawasan seperti Morowali memerlukan social accounting yang lebih rinci. Pemerintah dan
publik perlu mengetahui distribusi upah menurut level pekerjaan, proporsi manajer dan engineer lokal, jumlah
kontrak UMKM, asal barang dan jasa yang dibeli, kontribusi fiskal ke pusat dan daerah, serta perubahan harga
rumah dan kebutuhan pokok. Data tersebut membantu membedakan antara economic boom dan broad-
based prosperity. Tanpa data, perdebatan mudah terjebak antara narasi keberhasilan total dan narasi
kegagalan total, padahal realitas biasanya terdiri atas manfaat dan biaya yang perlu dikelola secara simultan.

Secarateologis, kawasan industriyang tumbuh cepat menguji konsep neighbor-love dalam skala institusional.
Pertanyaan 'siapakah sesamaku?' dari tradisi Injil dapat diperluas secara etis: pekerja kontrak, keluarga di
desa sekitar, nelayan yang terdampak, pengusaha kecil, pendatang, pemerintah daerah, dan generasi
mendatang semuanya berada dalam jaringan konsekuensi yang sama. Kebijakan yang baik berusaha
membuat jaringan itu tidak menjadi hubungan ekstraktif semata, tetapi hubungan timbal balik yang
membangun kemampuan.
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34. Kasus Analitis: Hilirisasi Sawit dan Peluang Diversifikasi

Sawit memperlihatkan bentuk hilirisasi yang berbeda dari mineral. Karena bahan bakunya terbarukan dan
melibatkan jutaan pelaku di hulu, pembagian manfaat sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kebun rakyat,
perusahaan, pabrik, industri oleokimia, bioenergi, pangan, dan pasar ekspor. Tantangannya bukan hanya
menambah jenis produk, tetapi memastikan petani kecil tidak tertinggal ketika standar keberlanjutan,
ketertelusuran, teknologi pengolahan, dan tuntutan pasar meningkat. Hilirisasi yang inklusif perlu menjadikan
petani sebagai bagian dari transformasi, bukan sekadar pemasok tandan buah segar dengan daya tawar
terbatas.

Koperasi dapat memainkan fungsi ekonomiyang lebih maju daripada sekadar penyalur input. la dapat menjadi
agregator data, pemilik fasilitas pengolahan, penyedia jasa mekanisasi, pemegang sertifikasi kelompok, dan
mitra kontraktual industri. Ketika kelembagaan produsen kuat, bagian nilai yang tertahan di wilayah produksi
bertambah. Prinsip ini berlaku pula bagi komoditas kakao, kopi, kelapa, karet, rempah, sagu, dan hortikultura.
Hilirisasi pertanian sesungguhnya adalah agenda membangun organisasi pasar perdesaan.

Dari perspektif Alkitab, hukum tentang sisa panen dalam Imamat 19 memperlihatkan bahwa efisiensi produksi
tidak diperlakukan sebagai satu-satunya nilai. Ada ruang yang sengaja dipertahankan bagi mereka yang rentan.
Dalam ekonomi modern, bentuknya bukan meniru praktik agraria kuno secara literal, melainkan memastikan
mekanisme pasar dan kebijakan tetap menyediakan akses, perlindungan, dan kesempatan bagi petani kecil,
buruh, dan kelompok yang memiliki posisi tawar lemah.

35. Kasus Analitis: Baterai, EV, dan Perlombaan Teknologi

Rantai nilai baterai dan kendaraan listrik memperlihatkan alasan mengapa hilirisasi perlu melampaui
pemrosesan. Nilai ekonomi tersebar dari pertambangan, pemurnian, precursor, cathode active material, cell,
pack, battery management system, kendaraan, charging infrastructure, software, hingga recycling. Semakin
dekat suatu negara pada fungsi berbasis desain, teknologi, data, dan merek, semakin besar peluang
menangkap margin dan pengetahuan. Karena itu, target nasional tidak boleh berhenti pada volume material
baterai; Indonesia perlu membangun kemampuan elektrokimia, rekayasa manufaktur, electronics, software,
safety testing, dan circular economy.

Persaingan teknologi juga berubah cepat. Kimia baterai, efisiensi material, substitusi mineral, dan model
mobilitas berkembang terus. Strategi yang terlalu mengunci diri pada satu teknologi dapat menghadapi risiko
asetusang. Kebijakan perlu bersifat technology-aware tetapi tidak technology-blind: negara perlu membangun
kompetensi dasar yang dapat berpindah antar teknologi, seperti material science, process engineering, power
electronics, data analytics, automation, dan recycling.

Dalam perspektif moral, teknologi adalah sarana. Markus 8:36 mengajukan pertanyaan tentang keuntungan
yang diperoleh dengan kehilangan sesuatu yang lebih mendasar. Dalam konteks ekonomi, ayat ini
mengingatkan bahwa kemenangan dalam rantai nilai tidak layak dibayar dengan rusaknya kesehatan,
hilangnya hak, atau kehancuran ekosistem. Ambisi teknologi yang besar justru menuntut standar etika yang
besar.

36. Dua Belas Prinsip Hilirisasi yang Menyejahterakan

Pertama, ukur keberhasilan dengan kesejahteraan bersih, bukan nilai output semata. Kedua, perlakukan
pekerjaan berkualitas sebagai sasaran eksplisit. Ketiga, bangun supplier lokal agar multiplier effect tertahan
di dalam negeri. Keempat, jadikan transfer teknologi sebagai kewajiban pembelajaran yang terukur. Kelima,
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kaitkan insentif fiskal dengan outcome, bukan hanya komitmen investasi. Keenam, lindungi hak masyarakat
dan ruang hidup melalui partisipasi bermakna. Ketujuh, internalisasikan biaya lingkungan sejak desain proyek.
Kedelapan, investasikan rente sumber daya ke human capital dan aset antargenerasi. Kesembilan, cegah
konsentrasi rente melalui transparansi dan persaingan. Kesepuluh, gunakan pendekatan place-based untuk
daerah industri. Kesebelas, diversifikasikan teknologi, pasar, dan mitra. Kedua belas, bangun dashboard
publik yang memungkinkan koreksi kebijakan berbasis bukti.

Kedua belas prinsip tersebut tidak berdiri sendiri. Misalnya, transfer teknologi membutuhkan pendidikan;
pendidikan membutuhkan pembiayaan fiskal; pembiayaan fiskal membutuhkan penerimaan dan tata kelola;
tata kelola membutuhkan transparansi; transparansi membutuhkan data; dan data yang baik membutuhkan
institusi yang dipercaya. Dengan demikian, hilirisasi yang menyejahterakan adalah sistem. Kelemahan satu
komponen dapat mengurangi hasil komponen lain.

Dalam bahasa teologis, sistem tersebut mencerminkan gagasan bahwa tanggung jawab manusia bersifat
relasional. Keputusan ekonomi selalu menyentuh orang lain dan ciptaan. Karena itu, efisiensi, inovasi,
keadilan, dan stewardship bukan empat agenda yang harus dipertentangkan, melainkan empat dimensi yang
perlu disatukan oleh kebijakan yang dewasa.

37. Kesimpulan: Dari Hilirisasi Komoditas menuju Hilirisasi Kesejahteraan

Pertanyaan 'siapa menikmati nilai tambah ekonomi?' harus menjadi pertanyaan permanen dalam strategi
hilirisasi Indonesia. Nilai tambah yang tertahan di dalam negeri penting, tetapi istilah 'di dalam negeri' terlalu
agregat bila tidak dijelaskan lebih lanjut. Di dalam negeri dapat berarti masuk ke keuntungan perusahaan,
upah pekerja, pendapatan UMKM, pajak negara, pendapatan daerah, investasi teknologi, atau perbaikan
layanan publik. Setiap kanal memiliki implikasi distribusi yang berbeda. Maka, keberhasilan hilirisasi harus
dibaca melalui arsitektur aliran nilai.

Indonesia memiliki peluang historis untuk menggunakan sumber daya alam sebagai batu loncatan menuju
ekonomi berpengetahuan, bukan sebagai alasan untuk terus bergantung pada ekstraksi. Peluang itu
memerlukan disiplin kebijakan: mendalamkan rantai nilai, mengembangkan manusia, memperkuat
perusahaan lokal, menata pajak dan royalti, mengurangi emisi, melindungi lingkungan, serta memastikan
wilayah penghasil menjadi tempat tinggal yang semakin layak. Hilirisasi yang benar adalah proses belajar
nasional.

Alkitab menempatkan kekayaan dalam horizon tanggung jawab. Kejadian berbicara tentang mengusahakan
dan memelihara; para nabi berbicara tentang keadilan; kitab Amsal berbicara tentang kejujuran; surat
Yakobus berbicara tentang upah; Injil berbicara tentang bahaya keserakahan dan kewajiban kepada sesama.
Rangkaian itu tidak menghasilkan formula industrial policy, tetapi membentuk pertanyaan moral yang penting:
apakah kekuasaan ekonomi digunakan untuk kehidupan bersama atau hanya akumulasi? Apakah pekerja
diperlakukan bermartabat? Apakah mereka yang lemah mendapat tempat? Apakah bumi dipelihara? Apakah
generasi berikutnya menerima warisan yang lebih baik?

Karena itu, paradigma yang diusulkan dalam artikel ini dapat disebut hilirisasi kesejahteraan. la dimulai dari
hilirisasi komoditas tetapi tidak berhenti di sana. la meneruskan nilai tambah menuju upah, keterampilan,
UMKM, teknologi, penerimaan publik, layanan dasar, kualitas lingkungan, dan kemampuan generasi
berikutnya. Dalam paradigma ini, smelter, refinery, pabrik, kawasan industri, pelabuhan, dan pusat logistik
adalah sarana. Tujuan akhirnya adalah manusia yang lebih mampu, masyarakat yang lebih adil, ekonomi yang
lebih tangguh, dan ciptaan yang tetap dapat menopang kehidupan.
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Matriks Kebijakan: Dari Nilai Tambah ke Kesejahteraan

Dimensi Tujuan Contoh indikator
Ekonomi Nilai tambah domestik, produktivitas, Domestic value added; produktivitas;
diversifikasi ekspor produk lanjut

Pekerjaan Pekerjaan layak dan mobilitas Upah median; kecelakaan; sertifikasi;
promosi pekerja lokal

Teknologi Pembelajaran dan kemandirian Belanja R&D; engineer lokal; paten;
joint research

UMKM Keterkaitan dan upgrading Belanja lokal; jumlah vendor; kontrak
bernilai tinggi

Fiskal Rente menjadi aset publik Pajak/royalti; belanja
pendidikan/kesehatan; dana
antargenerasi

Wilayah Pertumbuhan berbasis tempat PDRB non-enclave; layanan publik;
biaya hidup; housing

Sosial Inklusi dan perlindungan Partisipasi perempuan; grievance
resolution; akses komunitas

Lingkungan Natural capital terjaga Emisi; kualitas air; rehabilitasi;
biodiversitas

Tata kelola Akuntabilitas dan kepercayaan Transparansi izin; beneficial

ownership; audit kepatuhan

Kerangka Ayat Alkitab dan

Implikasi Etis

Rujukan

Prinsip

Relevansi bagi hilirisasi

Kejadian 1:26-28; 2:15

Stewardship

Sumber daya dipakai produktif
sekaligus dipelihara.

Imamat 19:9-10

Ruang bagi kelompok rentan

Desain ekonomi tidak memaksimalkan
surplus dengan mengabaikan yang
lemah.

Ulangan 24:14-15; Yakobus 5:4

Keadilan upah

Pekerjaan dan pembayaran yang adil
merupakan isu moral.

Amsal 11:1

Kejujuran transaksi

Data, timbangan, kadar, pajak, royalti,
dan laporan harus dapat dipercaya.

Amsal 31:8-9; Yesaya 1:17

Suara bagi yang rentan

Partisipasi dan mekanisme
perlindungan harus nyata.

Amos 5:11-24

Keadilan sosial

Pertumbuhan yang dibangun di atas
penindasan kehilangan legitimasi
moral.

1 Raja-raja 21

Batas kekuasaan atas tanah

Kepemilikan dan kekuasaan tidak
membenarkan perampasan.

Lukas 12:15-21

Bahaya akumulasi tanpa tujuan sosial

Kekayaan adalah sarana, bukan tujuan
akhir.

2 Korintus 8:13-15

Keseimbangan dan solidaritas

Distribusi manfaat perlu dinilai dalam
hubungan kelimpahan dan kekurangan.

1 Timotius 6:17-19

Tanggung jawab dalam kelimpahan

Kekayaan membawa kewajiban untuk
kebaikan bersama.

46




Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Hilirisasi dan Kesejahteraan Rakyat: Siapa Menikmati Nilai Tambah Ekonomi?

Glossarium

Additionality: Tambahan dampak yang benar-benar muncul karena suatu kebijakan atau insentif, bukan hasil
yang akan terjadi tanpa kebijakan tersebut.

Backward linkage: Keterkaitan permintaan suatu industri terhadap pemasok input, jasa, komponen, dan
layanan di sisi hulu.

Benefit-sharing: Mekanisme pembagian manfaat ekonomi dan sosial kepada pihak yang terdampak atau
berkontribusi terhadap kegiatan produksi.

Circular economy: Model ekonomi yang menjaga material tetap digunakan selama mungkin melalui
pengurangan, penggunaan ulang, perbaikan, remanufaktur, dan daur ulang.

Decent work: Pekerjaan produktif yang memberikan pendapatan layak, keamanan, hak, perlindungan sosial,
dan kesempatan berkembang.

Domestic capability: Kemampuan manusia, perusahaan, lembaga riset, dan institusi dalam negeri untuk
menguasai dan mengembangkan fungsi produktif dan teknologi.

Downstreaming / Hilirisasi: Pendalaman pengolahan dan kegiatan bernilai tambah dari bahan mentah
menuju produk, jasa, dan fungsi yang lebih kompleks.

Enclave industrialization: Industrialisasi yang memiliki hubungan lemah dengan ekonomi lokal walaupun
produksi dan investasi besar berada di suatu wilayah.

Externality: Dampak suatu kegiatan ekonomi kepada pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga
pasar.

Forward linkage: Keterkaitan dari suatu produk antara ke industri pengguna yang memprosesnya lebih lanjut.

FPIC: Free, Prior and Informed Consent; prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dalam
konteks masyarakat adat.

Global value chain (GVC): Jaringan lintas negara yang membagi tahapan produksi, desain, logistik,
pemasaran, dan layanan suatu produk.

Green extractivism: Kritik terhadap ekstraksi sumber daya untuk teknologi hijau yang tetap dapat
menghasilkan beban ekologis dan sosial besar di wilayah produksi.

Industrial policy: Kebijakan pemerintah yang secara sengaja membentuk struktur industri, kemampuan
teknologi, investasi, dan sektor strategis.

Labor share: Bagian nilai tambah atau pendapatan yang diterima pekerja dalam bentuk kompensasi tenaga
kerja.

Local content: Proporsi barang, jasa, tenaga, atau komponen domestik dalam kegiatan produksi atau proyek.

Midstream trap: Kondisi ketika ekonomi berhasil masuk pengolahan menengah tetapi tidak naik ke teknologi,
desain, komponen maju, merek, dan fungsi bernilai tinggi.

Multiplier effect: Dampak lanjutan ketika pendapatan atau belanja awal memicu kegiatan ekonomitambahan
melalui rantai transaksi.

Natural capital: Aset alam seperti mineral, tanah, hutan, air, biodiversitas, dan ekosistem yang memberi
manfaat ekonomi dan sosial.
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Outcome: Perubahan yang timbul akibat output program, misalnya produktivitas atau kualitas pekerjaan yang
meningkat.

Output: Produk langsung dari kegiatan, misalnya pabrik selesai dibangun, pekerja dilatih, atau fasilitas
beroperasi.

Place-based policy: Kebijakan yang dirancang sesuai kondisi, potensi, institusi, dan masalah spesifik suatu
wilayah.

Resource curse: Fenomena ketika kekayaan sumber daya tidak menghasilkan pembangunan optimal karena
kelemahan institusi, volatilitas, rente, atau terhambatnya diversifikasi.

Resource nationalism: Penggunaan kebijakan negara untuk meningkatkan kontrol nasional dan manfaat
domestik dari sumber daya alam.

Royalty: Penerimaan pemerintah yang terkait dengan hak pemanfaatan atau produksi sumber daya alam
sesuai rezim yang berlaku.

Social license to operate: Penerimaan sosial yang diperoleh perusahaan dari masyarakat dan pemangku
kepentingan, melampaui izin formal.

Stewardship: Konsep pengelolaan sebagai amanah: menggunakan sumber daya secara produktif sekaligus
bertanggung jawab dan memelihara.

Supplier development: Program peningkatan kemampuan pemasok agar memenuhi standar mutu, biaya,
pengiriman, teknologi, dan kepatuhan pelanggan besar.

Technology transfer: Proses pemindahan dan pembelajaran pengetahuan, keahlian, teknologi, dan
kemampuan rekayasa antarorganisasi atau negara.

Traceability: Kemampuan melacak asal, proses, lokasi, dan riwayat produk atau material di sepanjang rantai
pasok.

Value added: Nilai yang diciptakan suatu kegiatan produksi setelah mengurangi nilai input antara yang
digunakan.

Value capture: Proses dan struktur yang menentukan aktor mana yang memperoleh bagian dari nilai tambah
atau surplus ekonomi.

Vendor upgrading: Peningkatan kemampuan pemasok lokal dari layanan sederhana menuju barang/jasa yang
lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi.

Just transition: Transisi menuju ekonomi rendah karbon yang menjaga keadilan bagi pekerja, komunitas, dan
wilayah yang terdampak perubahan struktural.

Natural capital accounting: Pendekatan untuk memasukkan perubahan aset dan jasa ekosistem ke dalam
penilaian ekonomi.

Industrial ecosystem: Jaringan perusahaan, pemasok, institusi pendidikan, lembaga riset, pemerintah,
pembiayaan, dan layanan yang menopang suatu industri.
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